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GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 34 TAHUN 2013
TENTANG

TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN UNTUK PENUMPANG
 KELAS EKONOMI, KENDARAAN, BARANG DAN HEWAN PADA LINTAS PENYEBERANGAN SADAI-TANJUNG RU PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

	Menimbang
	:
	a. bahwa dalam rangka memenuhi dan mencukupi biaya operasional dan perawatan kapal penyeberangan lintas Sadai-Tanjung Ru dan guna meningkatkan pelayanan serta untuk menjamin kelangsungan pengembangan usaha penyedia angkutan penyeberangan, perlu meninjau kembaii tarif angkutan penyeberangan bagi penumpang kelas ekonomi, angkutan kendaraan, barang dan hewan pada lintas penyeberangan Sadai-Tanjung Ru Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan memperhatikan kepentingan dan kemampuan masyarakat pengguna jasaangkutan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu menetapkan tarif angkutan penyeberangan bagi penumpang kelas ekonomi, angkutan kendaraan, barang dan hewan pada lintas penyeberangan Sadai-Tanjung Ru Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Peraturan Gubernur



	Mengingat
	:
	1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3493);

2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3722) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4369);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2000 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3938);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4145);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 1 Seri D);

11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dlnas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2002 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Darah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3;



	MEMUTUSKAN :



	menetapkan
	:
	TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI, KENDARAAN, BARANG DAN HEWAN PADA LINTAS PENYEBERANGAN SADAI-TANJUNG RU PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.

BAB1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

4. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.

5. Penumpang adalah orang yang menumpang atau orang yang naik angkutan penyeberangan.

6. Kendaraan adalah kendaraan baik yang digerakkan oleh peralatan teknis/bermotor maupun tidak yang berada pada kendaraan tersebut ditetapkan berdasarkan golongan.

7. Angkutan Penyeberangan adalah kendaraan di atas air yang digerakkan dengan tenaga mekanik/ bermotor.

BAB II

TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN

DAN GOLONGAN KENDARAAN

Bagian Pertama

Tarif Angkutan Penyeberangan

Pasal 2
(1) Tarif angkutan penyeberangan bagi penumpang kelas ekonomi, angkutan kendaraan barang dan hewan pada lintas penyeberangan Sadai-Tanjung Ru Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditetapkan sebesar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

(2) Tariff untuk barang-barang lainnya yang tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan ini ditentukan berdasarkan Kesepakatan Bersama antara pemakai jasa dengan penyedia jasa angkutan penyeberangan (Operator).
Bagian Kedua

Golongan Kendaraan

Pasal 3
Angkutan Penyeberangan untuk kendaraan dibedakan dalam 8 (delapan) golongan

yaitu:
a. Golongan I

b. Golongan II

c. Golongan III

d. Golongan IV

e. Golongan V

f. Golongan VI

g. Golongan VII

h. Golongan VIII

:

:

:

:

:

:

:

:

Sepeda

Sepeda motor di bawah 500 cc dan gerobak

Sepeda motor besar (>500 cc) dan kendaraan roda tiga 

Kendaraan bermotor berupa mobil Jeep, Sedan, Minicab, Minibus, Mikrolet, Pick-up, Station Wagon dengan panjang sampai 5 (lima) meter.

Kendaraan bermotor berupa mobil bus, mobil barang (truck/tangki) dengan ukuran panjang sampai dengan 7 (tujuh) meter.

Kendaraan bermotor berupa mobil bus, mobil barang (truck /tangki) dengan ukuran panjang sampai dengan 7 (tujuh) meter sampai dengan 10 (sepuluh) meter dan kereta penariktanpa gandengan.

Kendaraan bermotor berupa mobil barang (truck tronton /tangki) kereta penarik berikut gandengan kendaraan alat berat dengan 12 (dua belas) meter dan sejenisnya.

Kendaraan bermotor berupa mobil barang (truck tronton/tangki), kendaraan alat berat dan kereta penarik berikut gandengan dengan panjang > 12 (dua belas) meter.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4
Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 19 Tahun 2008 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Bagi Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan, Barang dan Hewan Pada Lintas Penyeberangan Sadai-Tanjung Ru Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini akan diatur lebih lanjut.
Pasal 6
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.




Ditetapkan di Pangkalpinang 

pada tanggal 12 Agustus 2013        
GUBERNUR

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

EKO MAULANA ALI
Diundangkan di Pangkalpinang

pada tanggal 12 Agustus 2013
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto
IMAM MARDI NUGROHO
BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2013 NOMOR 33 SERI E
6

